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PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pasir, 02 September
1978, agama Islam, pekerjaan Ilbu Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten
Kubu Raya, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Telok Pakedai, 10 Februari 1973,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten
Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 679/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 1997 Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak

sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 215/37/X11/97 tanggal 23 Desember

1997,

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

dirumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah

kerumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah kerumah

bersama di daerah Ambawang sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat

telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK 1, lahir di Pontianak, tanggal 4 Juni 1998.

3.2. ANAK 2, lahir di Pontianak, tanggal 13 Juli 1999 sekarang anak tersebut
berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat.

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, hamun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis dan sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

5.1. Tergugat kurang dalam memberi nafkah ekonomi kepada keluarga

5.2. Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah batiniyah kepada
Penggugat

5.3 Tergugat sering marah terhadap hal-hal kecil yang terjadi di keluarga

5.4. Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran

5.5 Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

September 2020 yang disebabkan oleh Tergugat sering marah kepada

Penggugat dan juga tidak memberi nafkah lahir batin, sehingga Penggugat

dan Tergugat memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan hubungan rumah

tangga ini.
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7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan
Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya menurut hukum

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Soffatul Fuadiyyah,
S.H.) tanggal 04 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar, pada tanggal 22 Desember 1997 Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai Ambawang,
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Kabupaten Pontianak sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 215/37/XI1/97
tanggal 23 Desember 1997;
2. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian
pindah kerumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah kerumah
bersama di daerah Ambawang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa benar, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan
ANAK 2;
4, Bahwa benar, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
seperti yang ada dalam gugatan Penggugat, yang benar adalah :
5.1. Tergugat bekerja dan gaji selalu diberikan kepada
Penggugat sebagai nafkabh;

5.2. Tergugat selalu memberikan nafkah batin kepada
Penggugat;
5.3. Tergugat sering marah terhadap hal-hal kecil karena

ada sebabnya, misalnya karena kotoran dari kucing peliharaan

Penggugat;
5.4. Tergugat tidak pernah sampai memukul Penggugat;
5.5. Tergugat pernah  mengucapkan talak kepada

Penggugat itu atas permintaan Penggugat sendiri, Tergugat menurut
saja;
6. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
bulan September 2020 itu disebabkan tidak mampu membayar hutang di
bank karena kondisi covid 19;
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7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan
tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya :
1. Bahwa Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga,
namun saat Penggugat kesulitan ekonomi, Tergugat tidak sama sekali

membantu Penggugat termasuk dalam hal membayar hutang;

2. Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran
hebat;

3. Benar Penggugat yang minta Tergugat menjatuhkan talak;

4, Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal 1 rumah

namun telah berpisah ranjang kurang lebih 1 bulan dan terakhir berhubungan
suami istri kurang lebih 1 bulan yang lalu;
5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan ingin
bercerai;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara
lisan yang pada pokoknya :
1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak membantu Penggugat, Tergugat
tetap membantu Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan bahkan sampai
menjual motor;
2. Tergugat tidak pernah memukul, hanya mendorong saja;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal 1 rumah
namun telah berpisah ranjang kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena
masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti sebagai berikut :
A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
6112034209780004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos
(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/37/XIl/97 tanggal 23
Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, telah
bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya (Bukti P.2);
B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan
sidang mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Jalan Trans
Kalimantan, Gang Misbah, Dusun Ambawang, RT 005, RW 010, Desa
Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten
Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui

dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah kurangnya nafkah dari Tergugat
kepada Penggugat dan adanya hutang di bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1
bulan yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan
layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan
sidang mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Jalan Trans
Kalimantan, Gang Misbah, Dusun Ambawang, RT 005, RW 010, Desa
Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten
Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, keharmonisan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung
pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah

melihat Tergugat memukul Penggugat;
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- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi
yakni kurangnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1
bulan yang lalu yang saksi ketahui karena Penggugat dan Tergugat
berbeda kamar, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan
layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak ada yang akan ditanyakan
kepada saksi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan
dalil bantahannya, namun ia menyatakan tidak mengajukan bukti bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap mau bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya
suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun
melalui proses mediasi dengan menunjuk Soffatul Fuadiyyah, S.H. Hakim
Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator, akan tetapi upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1)
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dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-
Undang 3 awal 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat
telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam
selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai sekarang sering terjadi
perselisihnan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dalam memberi
nafkah ekonomi kepada keluarga, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah
batiniyah kepada Penggugat, Tergugat sering marah terhadap hal-hal kecil yang
terjadi di keluarga, Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran
dan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, yang akhirnya sejak
September 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3
bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada
pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalii gugatan
Penggugat. Tergugat mengakui rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak tahun
2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat
membantah yang menjadi penyebabnya tidak seperti yang disebutkan Penggugat
dalam gugatannya akan tetapi walaupun Tergugat mengakui rumah tangganya
sudah tidak harmonis, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan
ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat yang menyatakan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dalam hal ini

Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
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maka pengakuan Tergugat tidak menjadi bukti sempurna, tetapi hanya menjadi
bukti awal dalam perkara ini tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah
dibantah sebagian oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk
membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali
membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat
dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah
dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam
pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan
nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht), bermeterai cukup, dicap pos (hazegelen) dan cocok dengan aslinya,
sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) dan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti (P1)
dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti (P1)
dan (P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan
yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum

untuk mengajukan perkara ini;
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Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak
dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-
saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta
pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai
Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni
2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi
dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum
(vreem de oorzaak) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang
mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat
pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat testimonium de auditu
sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban
Tergugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah pada tanggal 22 Desember 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang
disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat,
Tergugat sering marah terhadap hal-hal kecil yang terjadi di keluarga dan

Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
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- Bahwa akibat pertengkaran tersebut kurang lebih 1 bulan yang
lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah
tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al
Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,
sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan
terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan
dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990
Tangal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa
perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka
terpenubhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu
mengemukakan doktrin dalam kitab Al Fighul Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman
529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi

sebagai berikut:

Artinya: “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan
Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat

menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah
memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran,
pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya
tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan
Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti bantahannya, sehingga bantahan
Tergugat dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
adalah talak ba'’in sughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk
membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,
M.A. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh R. llyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H.M. Kusen Raharjo, S.H.l., M.A.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H. Khoirun Nisa, S.H.l.

Panitera Pengganti,

R. llyas, S.Ag.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
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- Meterai :Rp__9.000,00
Jumlah : Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
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